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ABSTRACT   

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penegakan hukum terhadap 

pengemudi motor dan pemilik mobil dalam insiden lalu lintas. Fokus utama penelitian 

adalah menilai efektivitas sanksi hukum, tanggung jawab pengemudi dan pemilik 

kendaraan, serta peran teknologi dan pendekatan restorative justice dalam 

meningkatkan kepatuhan dan keselamatan jalan. Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris dan yuridis-normatif, meliputi 

pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat kepolisian dan 

pelaku kendaraan, observasi lapangan, serta studi dokumen hukum dan putusan 

pengadilan. Analisis data dilakukan secara tematik dan normatif untuk 

mengidentifikasi faktor penyebab pelanggaran, implementasi sanksi, serta 

dampaknya terhadap perilaku pengemudi dan pemilik kendaraan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengemudi motor cenderung melakukan pelanggaran akibat 

kelalaian atau rendahnya kepatuhan terhadap aturan, sedangkan pemilik mobil 

memiliki tanggung jawab hukum terkait kondisi kendaraan yang tidak laik jalan. 

Kombinasi sanksi pidana, sanksi administratif, dan penerapan teknologi tilang 

elektronik efektif meningkatkan kepatuhan pengemudi, meskipun faktor sosial dan 

persepsi risiko tetap memengaruhi efektivitas hukum. Pendekatan restorative justice 

memberikan alternatif penyelesaian konflik yang humanis dan memperkuat tanggung 

jawab sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara kepatuhan 

pengemudi, tanggung jawab pemilik kendaraan, sanksi hukum yang konsisten, 

teknologi, dan restorative justice untuk menciptakan keselamatan lalu lintas yang 

berkelanjutan. 
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1. Pendahuluan 

Keterampilan Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah utama yang 

menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta kerugian materiil yang signifikan di Indonesia. 

Setiap tahun, ribuan pengemudi sepeda motor maupun mobil menjadi korban kecelakaan, baik 

akibat kelalaian pribadi maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Kelalaian ini 

tidak hanya berdampak pada pengemudi itu sendiri, tetapi juga kepada penumpang, pihak 

ketiga, dan masyarakat luas (Rizana, 2023; Setiawan, Abadi, & Aji, 2024). Dalam konteks 

hukum, setiap pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan menuntut adanya penegakan 

hukum yang tegas dan konsisten untuk mencegah terulangnya insiden serupa. 

Peran pengemudi dan pemilik kendaraan sangat krusial dalam menciptakan 

keselamatan lalu lintas. Pengemudi bertanggung jawab atas tindakan langsung yang dapat 

menimbulkan kecelakaan, seperti melanggar rambu lalu lintas, mengemudi melebihi batas 

kecepatan, atau menggunakan kendaraan dalam kondisi tidak laik jalan (Sulistya, Pawennei, & 

Rustam, 2022; Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023). Sementara itu, pemilik kendaraan 

memiliki tanggung jawab hukum terhadap kondisi kendaraan yang mereka miliki, termasuk 

memastikan kendaraan layak jalan dan memenuhi persyaratan keselamatan (Ruusen, 2021; 

Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024). Kedua aspek ini saling terkait dalam penegakan hukum, 

karena kelalaian pengemudi sering kali diperburuk oleh kondisi kendaraan yang tidak aman. 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 

menetapkan sanksi pidana dan administratif bagi pengemudi dan pemilik kendaraan yang 

melanggar aturan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam 

praktik sering menemui kendala, baik dari sisi aparat penegak hukum maupun dari perilaku 

masyarakat yang kurang patuh terhadap aturan lalu lintas (Nasution & Khalid, 2025; Erdianto 

et al., n.d.). Salah satu inovasi yang mulai diterapkan adalah sistem Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik, yang bertujuan meningkatkan efektivitas 

penegakan hukum dan kepatuhan pengemudi (Sagala, 2025; Susilawati, Halim, & Setyawan, 

2024). Namun, efektivitasnya masih perlu dievaluasi, terutama dalam konteks pengemudi 

motor dan pemilik mobil yang memiliki karakteristik risiko berbeda. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum pidana, restorative 

justice, dan teknologi penegakan hukum untuk memahami implikasi hukum bagi pengemudi 

motor dan pemilik mobil. Studi sebelumnya banyak menitikberatkan pada kasus kendaraan 

tertentu atau aspek kelalaian pengemudi saja, sementara pemilik kendaraan jarang menjadi 

fokus utama (Chonsalasin et al., 2025; Arma, 2020). Dengan demikian, penelitian ini 

menawarkan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana tanggung jawab hukum 

dan sanksi diterapkan, serta bagaimana penerapan teknologi modern dapat memperkuat 

keselamatan lalu lintas. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana efektivitas 

penegakan hukum terhadap pengemudi motor dan pemilik mobil dalam insiden lalu lintas; 

kedua, bagaimana tanggung jawab hukum pemilik kendaraan mempengaruhi implikasi sanksi 

bagi kecelakaan; ketiga, sejauh mana penerapan teknologi penegakan hukum seperti ETLE 

meningkatkan kepatuhan pengemudi; dan keempat, bagaimana restorative justice dapat 

diterapkan sebagai alternatif atau pelengkap penegakan hukum pidana. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis implementasi UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 dalam insiden lalu lintas 

yang melibatkan motor dan mobil (Setiawan, Abadi, & Aji, 2024; Sulistya, Pawennei, & Rustam, 

2022), mengidentifikasi tanggung jawab hukum pengemudi dan pemilik kendaraan (Ruusen, 

2021; Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024), menilai peran teknologi penegakan hukum dan 

strategi restoratif dalam mengurangi pelanggaran (Sagala, 2025; Susilawati, Halim, & 

Setyawan, 2024), serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan keselamatan 

lalu lintas berdasarkan temuan empiris dan literatur (Giovannini et al., 2024; Chonsalasin et 

al., 2025; Zapetri, Amiq, & Prawesti, 2023). 

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah 

dalam memahami hubungan antara penegakan hukum, kelalaian pengemudi, tanggung jawab 

pemilik kendaraan, dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. 

Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif kebaruan dalam penggunaan restorative 

justice untuk mengurangi konflik hukum dan mempromosikan keadilan yang lebih humanis. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan yuridis-normatif dengan 

metode kualitatif, yang memungkinkan pemahaman mendalam mengenai implikasi penegakan 

hukum bagi pengemudi motor dan pemilik mobil dalam insiden lalu lintas. Pendekatan empiris 

digunakan untuk menelaah praktik di lapangan terkait kasus kecelakaan, sedangkan 

pendekatan normatif digunakan untuk menelaah regulasi, putusan pengadilan, dan literatur 

hukum yang relevan (Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024; Helmi, Danialsyah, & Mukidi, 2024). 

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan analisis integratif antara teori hukum dan 

praktik lapangan. 

2.1. Tahap Persiapan Penelitian 

Tahap awal penelitian dimulai dengan peninjauan literatur dan studi dokumen hukum. 

Peneliti mengumpulkan dan menelaah sumber hukum primer, termasuk Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan pemerintah, serta 

putusan pengadilan terkait kasus kelalaian pengemudi dan tanggung jawab pemilik kendaraan 
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(Rizana, 2023; Erdianto et al., n.d.; Zapetri, Amiq, & Prawesti, 2023). Selain itu, peneliti juga 

menelaah jurnal ilmiah open access yang relevan untuk memahami praktik penegakan hukum 

dan studi kasus terdahulu (Setiawan, Abadi, & Aji, 2024; Sulistya, Pawennei, & Rustam, 2022). 

Tahap persiapan ini juga mencakup penentuan lokasi penelitian, yaitu beberapa 

Satlantas Polresta dan Polres di kota-kota besar di Indonesia, serta identifikasi informan kunci 

yang terdiri dari aparat kepolisian, pengemudi motor, dan pemilik mobil yang terlibat dalam 

kecelakaan lalu lintas (Nasution & Khalid, 2025; Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023). 

Persiapan ini memastikan penelitian memiliki dasar teori yang kuat dan sampel yang 

representatif. 

2.2. Tahap Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui beberapa strategi sekaligus. Pertama, 

wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan informan kunci untuk memperoleh informasi 

mengenai praktik penegakan hukum, tingkat kepatuhan pengemudi, dan pengalaman terkait 

sanksi hukum akibat kecelakaan lalu lintas (Sagala, 2025; Susilawati, Halim, & Setyawan, 

2024). 

Kedua, observasi partisipatif dilakukan di lokasi kejadian kecelakaan dan pos 

pengawasan lalu lintas untuk menilai implementasi teknologi ETLE atau tilang elektronik, 

serta pola kepatuhan pengemudi di lapangan (Sagala, 2025). Observasi ini juga digunakan 

untuk melihat bagaimana aparat menindak pelanggaran kendaraan yang tidak laik jalan dan 

perilaku pengemudi yang lalai (Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023). 

Ketiga, studi dokumen hukum dan putusan pengadilan dilakukan untuk menilai 

konsistensi sanksi yang diberikan terhadap pengemudi maupun pemilik kendaraan yang lalai 

(Ruusen, 2021; Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024). Analisis dokumen ini mencakup 

berbagai putusan pengadilan yang menjadi preseden bagi kasus kelalaian pengemudi motor 

maupun mobil (Helmi, Danialsyah, & Mukidi, 2024). Data sekunder ini dilengkapi dengan 

literatur ilmiah yang meninjau teori hukum pidana, restorative justice, dan kebijakan 

keselamatan lalu lintas (Chonsalasin et al., 2025; Giovannini et al., 2024). 

2.3. Tahap Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

dan normatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui koding tematik, yang bertujuan 

mengidentifikasi isu utama terkait implikasi hukum, tanggung jawab pengemudi, tanggung 

jawab pemilik kendaraan, dan efektivitas sanksi hukum (Setiawan, Abadi, & Aji, 2024; 

Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024). 

Analisis normatif dilakukan dengan membandingkan praktik di lapangan dengan 

ketentuan hukum dan putusan pengadilan untuk mengevaluasi kesesuaian antara teori dan 

praktik penegakan hukum (Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024; Setiawan, Kamaruddin, & 

Samandi, 2023). Tahap ini juga melibatkan triangulasi data dari wawancara, observasi, dan 

dokumen hukum untuk meningkatkan validitas temuan (Sagala, 2025; Zapetri, Amiq, & 

Prawesti, 2023). 

2.4. Tahap Penyusunan Temuan dan Rekomendasi 

Tahap akhir penelitian adalah penyusunan temuan dan rekomendasi kebijakan. Hasil 

analisis digunakan untuk menilai sejauh mana penegakan hukum efektif dalam mencegah 

pelanggaran lalu lintas, mengidentifikasi peran tanggung jawab hukum pemilik kendaraan, dan 

menilai manfaat teknologi ETLE dalam meningkatkan kepatuhan pengemudi (Nasution & 

Khalid, 2025; Chonsalasin et al., 2025). 

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan pendekatan restorative justice 

sebagai alternatif atau pelengkap bagi penegakan hukum pidana tradisional, untuk 

menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan humanis bagi semua pihak yang terlibat 

(Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024; Giovannini et al., 2024). Hasil dari tahap ini akan 

dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat diterapkan di berbagai 

wilayah hukum. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi motor dan 

pemilik mobil dalam insiden lalu lintas memiliki implikasi multidimensional, baik dari sisi 

hukum, sosial, maupun keselamatan publik. Berdasarkan analisis dokumen hukum, 

wawancara dengan aparat kepolisian, observasi di lapangan, serta studi literatur, ditemukan 

beberapa temuan utama yang menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan hukum, efektivitas 

sanksi, dan tantangan dalam penerapan teknologi penegakan hukum modern. 

3.1. Karakteristik Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengemudi Motor dan Pemilik Mobil 

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas kecelakaan yang melibatkan pengemudi 

motor disebabkan oleh kelalaian langsung pengemudi, seperti mengabaikan rambu lalu lintas, 

berkendara melebihi batas kecepatan, atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan 

yang sesuai (Rizana, 2023; Setiawan, Abadi, & Aji, 2024). Sebagian besar pengemudi motor 

cenderung menganggap pelanggaran ringan sebagai risiko yang dapat diabaikan, sehingga 

tingkat kepatuhan terhadap aturan relatif rendah. Hal ini sejalan dengan temuan Sulistya, 

Pawennei, & Rustam (2022) yang menekankan bahwa kelalaian pengemudi motor merupakan 

faktor utama penyebab kecelakaan di wilayah perkotaan maupun pedesaan. 

Sementara itu, pelanggaran yang melibatkan pemilik mobil lebih bersifat indirek, yaitu 

berkaitan dengan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan, perawatan yang kurang memadai, 

atau penggunaan kendaraan oleh pihak ketiga tanpa pengawasan (Setiawan, Kamaruddin, & 

Samandi, 2023; Ruusen, 2021). Pemilik kendaraan yang tidak memastikan kendaraan mereka 

dalam kondisi aman memberikan kontribusi terhadap risiko kecelakaan yang lebih tinggi. 

Firmansyah, Sidarta, & Lestari (2024) menunjukkan bahwa kasus kelalaian pemilik kendaraan 

yang menyebabkan korban meninggal sering kali menimbulkan implikasi hukum yang 

kompleks, karena tanggung jawab hukum bisa bersifat bersama antara pengemudi dan pemilik 

kendaraan. 

Selain itu, analisis menunjukkan adanya perbedaan tingkat risiko antara pengemudi 

motor dan pemilik mobil. Pengemudi motor lebih rentan mengalami cedera serius akibat 

keterbukaan kendaraan, sedangkan pemilik mobil menghadapi risiko hukum yang lebih besar 

jika kendaraan digunakan dalam kondisi tidak laik jalan. Hal ini sesuai dengan temuan Helmi, 

Danialsyah, & Mukidi (2024) bahwa pelanggaran kendaraan tidak laik jalan sering menjadi 

pemicu kecelakaan fatal dan meningkatkan kompleksitas penegakan hukum. 

3.2. Implementasi Penegakan Hukum 

Analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan mengungkapkan bahwa penegakan 

hukum di Indonesia masih menghadapi kendala implementasi meskipun regulasi formal, 

seperti UU No. 22 Tahun 2009, sudah jelas (Nasution & Khalid, 2025; Erdianto et al., n.d.). 

Dalam praktiknya, aparat kepolisian menghadapi keterbatasan sumber daya untuk memantau 

seluruh pelanggaran, terutama di daerah dengan jumlah kendaraan tinggi dan jalan yang luas. 

Hal ini sejalan dengan temuan Setiawan, Abadi, & Aji (2024) dan Sulistya, Pawennei, & Rustam 

(2022) yang menunjukkan bahwa aparat sering kali lebih fokus pada pelanggaran kasatmata 

daripada kelalaian yang lebih kompleks, misalnya kondisi kendaraan atau kelalaian minor 

yang berpotensi fatal. 

Penerapan teknologi ETLE menjadi salah satu inovasi untuk mengatasi masalah ini. 

Berdasarkan observasi lapangan dan studi literatur, ETLE dapat meningkatkan efektivitas 

penegakan hukum dengan merekam pelanggaran secara otomatis, mengurangi intervensi 

subjektif aparat, dan meningkatkan kepatuhan pengemudi (Sagala, 2025; Susilawati, Halim, & 

Setyawan, 2024). Nasution & Khalid (2025) menambahkan bahwa implementasi ETLE di 

beberapa kota besar menunjukkan penurunan signifikan pelanggaran lalu lintas, terutama 

pelanggaran lampu merah dan penggunaan jalur tidak semestinya. Namun, beberapa kendala 

teknis dan resistensi sosial masih muncul, misalnya keterbatasan kamera, kurangnya 

pemahaman masyarakat, dan persepsi bahwa tilang elektronik tidak dapat ditegakkan secara 

adil. 
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Dalam konteks hukum pidana, analisis putusan pengadilan menunjukkan variabilitas 

penerapan sanksi bagi pengemudi motor maupun pemilik mobil (Ruusen, 2021; Firmansyah, 

Sidarta, & Lestari, 2024). Kasus yang melibatkan korban meninggal dunia sering mendapatkan 

sanksi pidana berat, termasuk kurungan penjara dan denda, sementara pelanggaran ringan 

cenderung diberikan sanksi administratif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang 

berdampak pada persepsi keadilan bagi pengemudi dan masyarakat (Helmi, Danialsyah, & 

Mukidi, 2024; Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023). 

3.3. Tanggung Jawab Hukum Pemilik Kendaraan 

Salah satu temuan penting adalah bahwa pemilik kendaraan memiliki tanggung jawab 

hukum yang signifikan meskipun tidak langsung mengemudi. Pemilik mobil atau motor yang 

membiarkan kendaraan tidak laik jalan atau diserahkan kepada pengemudi yang tidak 

kompeten dapat dikenai sanksi hukum, termasuk pidana atau perdata (Ruusen, 2021; 

Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024). Studi kasus menunjukkan bahwa pengadilan mulai 

menegakkan prinsip tanggung jawab bersama antara pengemudi dan pemilik kendaraan, 

khususnya pada insiden fatal (Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023; Helmi, Danialsyah, & 

Mukidi, 2024). 

Hal ini menjadi instrumen pencegahan yang strategis, karena pemilik kendaraan akan 

terdorong untuk memastikan kendaraan mereka selalu layak jalan, melakukan perawatan 

rutin, dan memilih pengemudi yang kompeten. Dalam konteks ini, restorative justice juga 

menjadi relevan, karena dapat mendorong pemilik kendaraan dan pengemudi untuk 

bertanggung jawab secara sosial terhadap korban, di luar mekanisme pidana formal 

(Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024; Giovannini et al., 2024). 

3.4. Efektivitas Sanksi dan Kepatuhan Pengemudi 

Data lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas 

sangat dipengaruhi oleh persepsi risiko sanksi. ETLE dan tilang elektronik meningkatkan 

kepatuhan karena pelanggaran mudah terekam dan dapat ditindak secara otomatis (Sagala, 

2025). Selain itu, wawancara dengan aparat menegaskan bahwa sanksi pidana yang jelas dan 

konsisten bagi pelanggaran fatal menjadi faktor utama menekan tingkat kecelakaan (Rizana, 

2023; Setiawan, Abadi, & Aji, 2024). 

Namun, kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Misalnya, 

pengemudi motor di wilayah pedesaan cenderung mengabaikan aturan karena tingkat 

pengawasan aparat rendah dan keterbatasan fasilitas jalan (Chonsalasin et al., 2025). Analisis 

literatur juga menunjukkan bahwa faktor risiko individu, seperti pengalaman berkendara, usia, 

dan tingkat pendidikan, berkontribusi pada tingkat kepatuhan yang bervariasi (ST, Adenan, 

Lubis, & Mardiana, 2024). 

Selain itu, penggunaan kendaraan yang tidak laik jalan oleh pemilik menurunkan 

efektivitas sanksi terhadap pengemudi, karena risiko kecelakaan meningkat meski pengemudi 

berusaha patuh (Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023). Hal ini menekankan pentingnya 

integrasi tanggung jawab pengemudi dan pemilik dalam strategi keselamatan lalu lintas. 

3.5. Integrasi Restorative Justice 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice dapat melengkapi 

penegakan hukum pidana. Kasus kecelakaan yang melibatkan korban meninggal atau luka 

serius sering menimbulkan konflik sosial, tuntutan ganti rugi, dan ketegangan antara 

pengemudi dan keluarga korban (Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024; Giovannini et al., 2024). 

Dengan pendekatan restorative justice, pengemudi dan pemilik kendaraan diajak bertanggung 

jawab secara sosial, misalnya melalui kompensasi korban, mediasi keluarga, atau partisipasi 

dalam program keselamatan jalan. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang lebih 

humanis dan mengurangi tekanan sistem peradilan formal yang kerap lambat dan terbatas 

sumber daya. 
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3.6. Implikasi Penegakan Hukum 

Berdasarkan temuan, implikasi penegakan hukum terhadap pengemudi motor dan 

pemilik mobil dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, hukum pidana tetap menjadi 

instrumen utama dalam menegakkan disiplin lalu lintas dan memberikan efek jera, terutama 

bagi pelanggaran fatal (Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024; Helmi, Danialsyah, & Mukidi, 

2024). Kedua, sanksi administratif dan penggunaan teknologi ETLE efektif meningkatkan 

kepatuhan dan mempermudah pemantauan pelanggaran (Sagala, 2025; Daryati Angeli Sagala, 

2025). Ketiga, tanggung jawab hukum pemilik kendaraan memperluas jangkauan pencegahan 

risiko, karena kepatuhan pengemudi juga dipengaruhi oleh kondisi kendaraan yang digunakan 

(Ruusen, 2021; Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023). 

Keempat, integrasi restorative justice menciptakan mekanisme penyelesaian konflik 

yang lebih adil dan mendukung rehabilitasi sosial, selain memperkuat kepatuhan hukum 

formal (Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024; Giovannini et al., 2024). Dengan demikian, 

strategi penegakan hukum yang efektif memerlukan kombinasi antara sanksi pidana, tilang 

elektronik, tanggung jawab pemilik kendaraan, dan pendekatan restoratif. 

3.7. Perbandingan dengan Studi Internasional 

Analisis perbandingan dengan studi internasional menunjukkan pola serupa. 

Penelitian di Thailand menyoroti bahwa pelanggaran pengemudi motor di wilayah urban dan 

rural memiliki dinamika risiko berbeda, yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum 

(Chonsalasin et al., 2025). Studi sistematis tentang cedera pengendara motor juga menekankan 

perlunya regulasi yang mengintegrasikan aspek keselamatan, kondisi kendaraan, dan perilaku 

pengemudi untuk mengurangi angka kecelakaan (Giovannini et al., 2024). Dengan demikian, 

hasil penelitian ini sejalan dengan tren global yang menekankan pendekatan multi-aspek 

untuk penegakan hukum dan keselamatan jalan. 

3.8. Tantangan dan Peluang 

Meskipun penegakan hukum memiliki dampak positif terhadap keselamatan, 

penelitian ini menemukan beberapa tantangan. Pertama, persepsi ketidakpastian hukum dan 

variabilitas sanksi dapat menurunkan kepatuhan pengemudi (Ruusen, 2021). Kedua, 

keterbatasan sumber daya aparat dan infrastruktur untuk ETLE membatasi efektivitas 

penegakan hukum (Sagala, 2025). Ketiga, faktor sosial dan ekonomi, termasuk kesadaran 

masyarakat, menjadi variabel penting yang memengaruhi kepatuhan (ST, Adenan, Lubis, & 

Mardiana, 2024). 

Di sisi lain, penelitian ini juga menyoroti peluang penguatan penegakan hukum, antara 

lain: integrasi ETLE dengan kebijakan edukasi keselamatan jalan, penguatan peran pemilik 

kendaraan dalam pencegahan risiko, dan penerapan restorative justice sebagai pendekatan 

humanis yang melengkapi sanksi hukum formal (Sagala, 2025; Susilawati, Halim, & Setyawan, 

2024; Daryati Angeli Sagala, 2025). Pendekatan terpadu ini berpotensi menciptakan sistem 

penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.. 

4. Kesimpulan 

Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi motor dan 

pemilik mobil dalam insiden lalu lintas memiliki implikasi yang luas, baik dari segi hukum, 

keselamatan, maupun sosial. Pengemudi motor cenderung menjadi pihak yang paling sering 

melakukan pelanggaran akibat kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap aturan, sementara 

pemilik mobil memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan terkait kondisi kendaraan yang 

digunakan. Interaksi antara kelalaian pengemudi dan kondisi kendaraan memperkuat risiko 

terjadinya kecelakaan dan menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara sanksi pidana, sanksi 

administratif, dan penerapan teknologi tilang elektronik mampu meningkatkan kepatuhan 

pengemudi secara signifikan. Penerapan tilang elektronik mempermudah pemantauan 

pelanggaran dan meminimalkan subjektivitas dalam penegakan hukum, sehingga menciptakan 
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efek jera yang lebih konsisten. Namun, efektivitas penegakan hukum tetap dipengaruhi oleh 

faktor sosial, ekonomi, serta persepsi masyarakat terhadap risiko sanksi, sehingga intervensi 

edukasi dan sosialisasi keselamatan jalan juga menjadi komponen penting. 

Selain itu, tanggung jawab hukum pemilik kendaraan menjadi aspek strategis dalam 

pencegahan kecelakaan. Pemilik yang memastikan kendaraannya layak jalan dan memilih 

pengemudi yang kompeten dapat secara langsung mengurangi potensi risiko. Pendekatan 

restorative justice pun memberikan alternatif penyelesaian konflik yang lebih humanis, 

memungkinkan pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab secara sosial terhadap 

korban dan keluarganya, serta memperkuat kepatuhan hukum di masyarakat. 

Strategi penegakan hukum yang efektif membutuhkan integrasi berbagai elemen: 

kepatuhan pengemudi, tanggung jawab pemilik kendaraan, sanksi hukum yang konsisten, 

teknologi penegakan hukum, dan pendekatan restoratif. Kombinasi ini tidak hanya 

menurunkan angka kecelakaan dan kerugian, tetapi juga membangun budaya keselamatan lalu 

lintas yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, penegakan hukum di bidang lalu lintas 

harus dipandang sebagai upaya multifaset yang mencakup aspek hukum, sosial, dan teknologi, 

serta mendukung terciptanya keselamatan yang optimal bagi seluruh pengguna jalan. 
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